
Mengingat 

a bahwa belt!asarkan Kepulusan KPU Kabupaten Banyumas 
NOOlO< 07 Tahun 2007 tenlang Pengangkatan Anggola Panltla 
Pemungutan SUara (PPS) se Kabupaten Banyumas: 

b. bahwa befdasarkan Surat Kepala Desa Kallcupak Lor 
Kecamatan Kalibagor tanggal 25 Januari 2008 perihal Usulan 
Personil pengganti PPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 
Banyumas Tanun 2008: 

c bahwa berdasar1<an sebagalmana tersebul huruf a, clan huruf b, 
pertu dilakukan pemberhenijan dan pengangkatan anggota 
Panitia Pemungutan Suara yang dltetapl<an dengan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupalen Banyumas, 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaereh-Oaerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jaws 
Tengah ( Serita Negara Republik lndon<!sia Tahun 1950 Nomor 
42 ). 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Poliuk 
(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor4251); 

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemillhan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan 
Oaerah, dan Dewan Perwakifan Rakyat Daerah (Lembaran 
N.,gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4277), 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 teniang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4355), 

5. Undang-Undeng Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pernbentukan 
Peraluran Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1entang Pemerintahan 
Oaetah (Lembaran Negara Repubfll< lndonesla Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan 
Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Alas Undang-Undang 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI 4493) yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Penetapan Petaturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Alas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pamerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemelintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang·Undang Nomor 22 T ahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilu (Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor Tahun 
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4721): 

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 32 Tahun 1950 tenlang 
Penetapan Mulai Beliakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 (Serita Negara RI Tahun 1950 Nornor 59), 

10.Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentlan Kepala 
Oaerah dan Wa1<il Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah 
unluk kedua kallnya dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 17 
Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Petaturan Pemerinlah 
Nomor 6 Tahun 2005 tenlang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
K.epala Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2005 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemertntah Republlk 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tenlang Perubahan Kedua 
Alas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakll Kepala Oaerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Ref)ublilt Indonesia Nomor -4719): 

11. Peraturan Pemerinlah Nornor 58 lahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 1-40, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 
4578): 

12.Kepulwian Preslden Nomor 54 Tahun 2003 1enlang Pola 
Organisasl dan Tata Kerja Komisl Pemilihan Umum: 
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Membefhentikan dengan hormal Sdr. TAAT DWIANTO sebagal 
anggota Panitla Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati 
dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008, dengan disampail<an 
ucapan terima kasih alas pen9abdiannya. 
Mengangkat Sdr. BUDIMAN SETIAJI sebagal anggota Panitla 
Pemungutan Suara Dess Kallcupak L01 Kecamatan Kalibagor pada 
Pemillhan Umum Bupafi dan Wakn Bupati Banyumas Tahun 2008. 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat drterbilkannya Keputusan 
lnl dlbabankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun 
Anggaran 2007 den Tahun Anggaran 2008. 

MEMUTUSKAN : 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentsng 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 
Oaerah dan Wakil KepaJa daerah; 

14. Keputusan Komisl Pem1lihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 
tentang Organisasl dan Tata Kerja Sekrelarisl Jenderal Komisl 
Pemilihsn Umum, Sekretariat Komis! Pemflihsn Umum Provins! 
den Sel<retarial Komis1 Pemilihan Umum Kabupateo/Kota; 

15.Keputusan Komisl Pemnihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 
tentang Tata Kerja Komisi Pemitihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provins! dan Komisl Pemllihan Umum Kabupaten/Kota; 

16.Peraturen Oaereh Kebupaten Banyumas Nomor 1 Tshun 2007 
tentang Anggarsn Pendapatan dan BeJanja Daerah Kabupaten 
Banyumss Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Serl A), 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Anggeran Pendapatan dan Betanja Oaereh Perubahen 
Kabupaten Banyumas T ahun 2007 (lembaran Dae rah 
Kebupaten Banyumas Nomor 3 Serl A); 

18.Keputusan Komlsl Pem1Uhan Umum Kabupaten Banyumas 
Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan. Program dan Jadwal 
Walctu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakll 
Bupati Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Komis! Pemllihan Umum Kebupaten Banyumas Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang 
Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan 
Perriitihan Umum Bupati dan Wakli Bupatl Banyumas Tahun 
2008; 

19. Keputusan Komis! Peminhan Umum Kabupa.ten Banyumas 
Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemilih 
Keeamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungu1an Suara pada PemHihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas T ahun 2008; 
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~llf SUDIVA.NTV , 

IS~IIYAi'ITO HERU PERMANA, S.H 

TTD 

Dit~apkan di Pun1 okerto 
Pada T anggnl 18 Januari 1008 

Keputusan Komlsl PemTiihan Umum Kabupa1en Banyumas lnl 
mulai be~aku sejaJ< ditelapkan. dengan keteotuan apabila 
dikemudian hari terda,pal kekeliruan akan diadakan pell:>aikan 
sebagalmana mestfnya. 

KETIGA 

r . 
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